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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI PASAMAN BARAT,

bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah
diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
sebagai rencana tahunan daerah;
bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud huruf a merupakan suatu) dokumen
perencanaan yang akan dipedomani oleh setiap
stakeholder dalam penyusunan rencana pembangunan
daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4287);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok
Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi
Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4348};
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomorl26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

N
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencaua Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2020;
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2016-
2021 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi
Sumatera Barat Nomor 126) sebagaimana telah diubah

dengan Paraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor

‘1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun
2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat
Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Daerah

Propinsi Sumatera Barat Nomor 144);
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2005-

2025;
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Menetapkan

13.

14.

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun
2016-2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman Barat.

Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan OPD

adalah perangkat daerah pada Kabupaten Pasaman Barat.

Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki
untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam

aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses
terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan
indeks pembangunan manusia.
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan

tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku

kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu

tertentu.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode

20 (dua puluh) tahun.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode

5 (lima) tahun.
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Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan,
dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD

adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun

atau disebut dengan rencana pembanguran tahunan daerah.

Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra

OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja OPD yang selanjutnya disingkat Renja OPD adalah

dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Visi adalah ramusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif

untuk mewujudkan visi dan misi.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah

untuk mencapai tujuan.
Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau

lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan

tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau

beberapa OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari

beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.

Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang
sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang
tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang
hendak dicapai dan tidak kaku.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau

telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan

kuantitas dan kualitas yang terukur.
Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan

kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan

dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program

atau kegiatan.
Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program

atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
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23. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh

kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran
dan tujuan program dan kebijakan.

24. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu. yang mencerminkan

berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB Ii
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) RKPD Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 merupakan dokumen
perencanaan daerah untuk periode satu tahun yaitu Tahun 2020.

(2) RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan acuan :

a. bagi seluruh stakeholder pembangunan dalam penyelenggaraan
pembangunan daerah, termasuk OPD Kabupaten Pasaman Barat;
dan

b. dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020.

Pasal S

OPD Kabupaten Pasaman Barat dalam menyusun program dan kegiatan
tahun 2020, mengacu kepada dokumen RKPD Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2020 yang dituangkan dalam Rencana Kerja OPD.

Pasal 4

RKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam lampiran Peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pemantauan dan
evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP2

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal /T Agustus 2019

WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT,

YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal irAgustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

=

YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 4
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal I” Agustus 2019

WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT,

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal |rAgustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

— “he

YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NONOR 4a

2

YULIANTO

Jabatan Tanggal Paraf
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal Ir Agustus 2019

WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT,

YULIANTO

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal jrAgustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Pp

YUDESRI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 4C


